) pldana poiitlk d1 Indon&sla yang dlselenggarakan
oleh Yayasan embaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun
"1995 Studi padan 1itil sudkan untuk melihat relevansi pasal-pasal
nh mokratisasi-dan keierbukaan yang ‘semakin
kuat. Penerbxtan‘buku ni d;maksudkan sebagal suatu baglan darx upaya pe—
nerbitan serial diskusi oleh YLBHL. =7 & HE i

Studi tentang pidana po k in daiakukan oleh Abdul Hakim Gamda
Nusanta  YLBHI dan'saat-ini Difektur Eksekutif
_Lemb' g dl-dan"Advokasa'Masyarakat (LSAM) Tuhsan Haklm ber_gudul
‘Menjelajahi Konsepsi-Pidana Politik Orde Baru~
... Untuk melengkapi kajian yang dilakukan oleh Hakim, YLBHI mengun»
:dang dua pakar hukum’ lainnya sebagai’ pembandmg dalam’ seminar, yaitu:
Prof. Dr. Loebby Logman, SH, guru besar Fakuitas Hukum Umversztas
Indonesia dan Prof. Sutandyo Wignjosubroto, MA, guru besar Fakultas
fHukum d_a:_l'Fa_kultas Tmu Sosial ‘dan Himu Politik Umversxtas Alrlangga.
Loebby menulis tentang Demonstmsz dan Halaun P;dana Dan Judul maka-
Tah Sutandyo adalah Hukum Pidana dan Kebebasan Manusia: "
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o = . Hukam dan-}émbangiéﬁéiﬁ

".yang menakutkan bag1 masyarakat uas. Aklb

': tan untuk menyampaikan serta menyalurkan hak-'.:

dank ya: dak egaliter dan anti demokrasi. Selain produk hukum
penja;ah yang dlbentuk atas moral kekuasaan semata, pasal-pasal pidana po-
litik juga tidak menjamin adanya kepastian hukum karena rumusannya yang

terlampau Tuas dan plastis. Pasal-pasal tersebut sering- digunakan penguasa
untuk menghantam siapapun yang menjadi lawan politik, bahkan hanya ka-
rena berbeda keyakinan politik dengan penguasa. Lebih jauh lagi, pasal-pasal
pidana politik bertentangan dengan fungsi dan karakteristik hukum pidana
sebagai Ultimum Remedium.

- Abdul;Hakim berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru masih melan-
; Jutkan penggunaan. .pasal-pasal. pidana politik sebagai suati upaya untuk
.melindungi kepentingan negara:(hal, 13- -14). Pasal-pasal pldana poimk dapat
ditemui di dalam KUHP (Kitab Undang—undang Hukum Pidana) dan peratur-
.an-peraturan di luar KUHP. Dia.membuat empat kateg()ﬂ kepentingan negara
yang harus, d:lmdunol dengan perangkat hukum pidana politik, yaitu: ..
1) kepentmgan untuk menjaga kelangsungan pembangunan yang metiem—
.:....patkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan; ... .
:2) kepentingan untuk. kelangsungan sistem poht;k Orde Baru :
3) .kepentingan untuk menjaga stabilitas kekuasaan, pernermtah Orde Baru
4) kepentmgan untuk men_]aga kelangsungan kepemimpman nasmnal Orde
5) kepentmgan nnmk men}aga keutuhan walayah negara kesatuan Repubhk
: Indonesxa ; e —— ST

Pasai—pasal pxdana poimk yang tersebar di dalam KUHP merupakan
pemngga!an koloma.l Belanda. Penggunaan produk hukum kolonial itu pada
masa kini dxsandarkan pada pasal 11 Aturan Peralihan Undang~Unda;ng Dasar
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; rx:darl TEZIM. peiheruitahan demokras; terpampm yang pro-
--':-"'-:PKI_atau menyaiahguna kan kekuasaan e

-Grang-o ng yang d:dakwa terhbat daiam perlstzwa Komando J 1had
5. Tokoh-tokoh Islam dan- anggota—anggota Pensz 50 yang dldakwa terlxbat
" peristiwa Tanjung Priok 1984; 1+ =~
7. Tokoh-tokoh mahasiswa yang didakwa terhbat dalam penyebaran a}aram
~ ajaran Komunisme yang d;duga terkandun da]am buku«bukunya sastrawan
" Pramoedya Anantatoer;’
8. “-Orang-orang yang dldakwa terl 1bat daIam penst:wa gerakan separatls—me
©“seperti: _Orgamsasx Papua Meérdeka, Gerakan Aceh’ Merdeka; - A2
9'.':-;*- Orang—orang yang dldakwa terhbat dalam perxstlwa gerakan Warsuh
Lampung, S :
10 Orang—orang yang dldakwa terhbat dalam gerakan Fretelm dan perlstlwa
Santa Cruz th tahun 1991 B - enaia

Haklm mencatat satu "keisnmewaan" dalam per31dangan perkara padana
polmk Jaksa tidak mengenakan dakwaan melakikan. perbuatan subversif
terhadap Alexander Xanana Gusmao, pemimpin gerakan Fretelin di Timor
Timur. Xanana memimpin gerakan perlawanan bersenjata terhadap pemerin-
tah Indonesia di Timor Timur sejak tahun 1976. Dia hanya didakwa dengan
pasal 106 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur
hidup. Jika didakwa dengan delik subversif, maka Xanana dapat dituntut
hukuman mati.

Di bagian akhir tulisannya Hakim menarik kesimpulan bahwa pengem-
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-;:suatu arak—arakan yang semestmya harus mendapatkan ijin. Pelanggaran caré
_ dalam berdemonstrw sermg dlka:tkan aparat keamanan dengan tuduhan

' Tentang batasan materi atau substarm pendapat adal
pendapat _sudah' bxsa daanggap sebagal penghmaan Daiam KUHP apabﬁa

'm'éﬁéus'ﬁatu pendapat d:anggap sebaga1 penghmaan haklmiah yang menentu-
:kannya :

Dalam kaltan dengan pemakaaau pasai-pasal dehk pohtlk Loebby.berpen—
dapat bahwa "Meskipun KUHP harus bersifat umum, seyogyanya dalam hal

Jmenjaga _kepentingan, bangsa yang terjelma dalam suatu negara,. dﬂakukan
f-p__gngat_y_r ukan terh dap keamanan. negara akan tetaplterhadap berjalan 2
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